
3193);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan

Lembaran negara Republik Indonesi Nomor

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

BUPATITAPIN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15

ayat (5), Pasal 16 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Pasal 23
ayat (7), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tata

Cara Pemungutan, Pembayaran, Penagihan,

Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan,
Keringanan dan Pembebasan, Penghapusan Piutang
Yang Kedaluwarsa, dan Pemeriksaan Retribusi

Pelayanan Tera/Tera Ulang;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

TATACARAPEMUNGUTAN,PEMBAYARAN,PENAGIHAN,
PENGEMBALIANKELEBIHANPEMBAYARAN,

PENGURANGAN,KERINGANANDANPEMBEBASAN,
PENGHAPUSANPIUTANGYANGKEDALUWARSA,

DANPEMERIKSAANRETRIBUSIPELAYANANTERA/TERAULANG

TENTANG

PERATURANBUPATITAPIN
NOMOR ~7 TAHUN2021

BUPATITAPIN
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

• r



5. Undang-UndangNomor28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5049);

6. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5494);

7. Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor5679);

4. Undang-UndangNomor25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Undang-Undang Nomor8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3821);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985
tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera
danIatau Ditera Ulangserta Syarat-Syarat Bagi
Tera UlangAlat-alat Ukur, Takar, Timbangdan

Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3283);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor

5161);

8. Undang-UndangNomor30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-UndangNomor11Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);
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Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Timbang dan

Dalam Keadaan

Takar,

Barang

Alat Ukur,

Perlengkapannya

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M­

DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

69/M.DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 1150), sebagaimana telah diubab

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

95/M.DAG/PER/11/2015 tentang Perubaban

Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

69/M.DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1988);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M­

DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur,

Takar, Timbang dan Perlengkapannya Asal

Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 39);

14. Peraturan Mentri Perdagangan Nomor

31/M.DAG/PER/10/2011 tentang Barang

Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021

ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam Rangka Mendukung Kemudaban

Berusaba dan Layanan Daerab (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

20, Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6622);
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor1781);

if::

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115

Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor1650);

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68
Tahun 2018 tentang Tera dan Tera UlangAlat­

Alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor812);

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67

Tahun 2018 tentang AlatUkur, Takar, Timbang

dan Perlengkapannya (UTTP)YangWajibDitera
dan Tera Ulang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor811);

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

26/M.DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan
Metrologi Legal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor674);

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M­

DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi
Legal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor1719);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M­

DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan
Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan

PerlengkapannyaProduksi DalamNegeri(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1199);
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor03
Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang (LembaranDaerah Kabupaten

TapinTahun 2021 Nomor03);

28. Peraturan Bupati Tapin Nomor25 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25),

sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor
39 Tahun 2020 tentang Perubahan KetigaAtas
Peraturan Bupati Tapin Nomor25 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah
KabupatenTapinTahun 2020 Nomor39);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-PokokPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
KabupatenTapinTahun 2012 Nomor12);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor10Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2019 Nomor10);
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
pe~yelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah
Bupati Tapin.

4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Perdagangan Kabupaten Tapin.

5. Kepala Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala

Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

6. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang
selanjutnya disingkat UTTPadalah UTTPyang wajib ditera/ tera
ulang.

7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi

pengukuran kuantitas dan/ atau kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi

pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi

pengukuran massa atau penimbangan.

PENGURANGAN,KERINGANANDANPEMBEBASAN,
PENGHAPUSANPIUTANGYANG KEDALUWARSA,
DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI PELAYANAN

TERA/TERAULANG.

PEMBAYARAN,KELEBIHANPENGEMBALIAN

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN,

Menetapkan
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10.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai

sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau

timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau

penimbangan.

11.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal

yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda

tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai­

pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang

dijalankan atas U'ITPyang belum dipakai.

12.Tera Ulang adalah hal menandai berkal dengan tanda tera sah

atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan­

keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang

berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak

melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas U'ITP

yang telah ditera.

13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

danj atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan.

14. Retribusi Pelayanan TerajTera Ulang, yang selanjutnya disebut

Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan TerajTera Ulang

U'ITP.

15.Wajib Retribusi Pelayanan TerajTera Ulang yang selanjutnya

disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

memiliki danjatau bertanggung jawab atas U'ITP yang menurut

peraturan perundangan-undangan diwajibkan untuk melakukan

teraj tera ulang.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
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17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
besarnyajumlah pokokRetribusiyang terutang.

18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah LebihBayar yang selanjutnya

disingkt SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena
jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang

terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
19.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

STRDadalah surat untuk melakukan tagihan RetribusidanIatau
sanksi administratif berupa bunga danIatau denda.

20. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
adalah surat yang diterbitkan : oleh Bupati untuk atau

memperingatkanWajibRetribusi untuk melunasi Retribusi yang

terutang.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan,danIatau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan unutk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi danIatau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang

RetribusiDaerah.
22. Insentif Pemungutan Retribusi disebut Insentif adalah tambahan

penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja
tertentu dalammelaksanakan pemungutan RetribusiDaerah.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

menghimpun data objek dan subjek Retribusi, penentuan
besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
atas Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.
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BABIII

TATACARAPEMBAYARAN

Pasal3

(1) Pembayaran Retribusi Pelayanan TerajTera Ulang dibayar

sekaligus.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterima oleh bendahara penerimaan yang ditetapkan oleh

Bupati, dengan membuat tanda bukti pembayaran untuk

diberikan kepada Wajib Retribusi.

(3) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan

Retribusi ke rekening kas umum Daerah paling lama dalam

waktu 1 (satu) hari kerja.

(4) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7

(tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

BABII

TATACARAPEMUNGUTANRETRIBUSI

Pasal2

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.

(2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas dan

disampaikan kepada pemilik UTIP.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat berupa kuitansi Tera/Tera Ulang.

(4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format

kuitansi Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BABIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal4

(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak membayar tepat waktu

atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD,

didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lainnyayang sejenis.

(2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang
sejenis sebagai awal tindakan penagihan Retribusi dikeluarkan 7

(tujuh)hari sejakjatuh tempopembayaran.
(3) Dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran

atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib
Retribusiharus melunasi Retribusiyang terutang.

(4)Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikeluarkan

olehBupati melaluiKepalaDinas.

(5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau
kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi

yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(6)Dalamhal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka
batas waktu pembayaranjatuh pada hari kerja berikutnya.

(7) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukan secara tunai denganmenggunakan SSRD.

(8) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(9) Format STRDsebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan format

SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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BABV

TATACARAPENGURANGAN,KERINGANAN

DANPEMBEBASANRETRIBUSI

Pasal5

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan

pembebasan Retribusi kepada Bupati.

(2) Permohonan keringanan pengurangan, keringanan dan

pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams

diajukan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai

dengan alasan dan dapat dipertanggungiawabkan.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data

sebagai berikut:

a. nama Wajib Retribusi;

b. alamat Wajib Retribusi;

c. nomor pokok Wajib Retribusi (NPWR);

d. bukti-bukti yang menguatkan alasan permohonan

pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang

terutang;

e. bukti pelunasan pembayaran Retribusi tahun sebelumnya;

dan

f. surat pemberitahuan Retribusi terutang/ surat ketetapan

Retribusi atau dokumen lain terkait.

(4) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan

memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek

Retribusi.

(5) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi diberikan kesempatan

selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud

sejak diterimanya surat permohonan.

(6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui,

maka permohonan ditolak.

(7) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi

hanya diberikan pada pemilik UTIP yang Tera Ulang pada tahun

berjalan. ~
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BABVI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal8

(1)Wajib Retribusi mempunyai hak mengajukan permohonan
pengembaliankelebihanpembayaran Retribusi.

(2)Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan pengembalian
kelebihanpembayaran Retribusikepada Bupati.

Pasal 7

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya surat permohonan, memberikan keputusan atas
permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

yang diajukan WajibRetribusi.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau
menolakbesarnya Retribusiyang terutang.

(3)Dalamhal waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1)telah lewat
dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan

pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang
diajukan dianggapdikabulkan.

Pasal6
(1) Setelah menerima permohonan dari WajibRetribusi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala Dinas melakukan
penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan
tersebut dengan melibatkan instansi terkait.

(2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
instansi secara langsung berhubungan dengan penyelenggara

pelayanan Tera/Tera Ulang dan membuat berita acara
pemeriksaan.
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pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran

KelebihanRetribusidan Surat Perintah PencairanDana.

Pasal9
(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disebabkan adanya kelebihan
pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke rekening kas
umum Daerah.

(2) Atas permohonan WajibRetribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1)KepalaDinas atau pejabat yang ditunjuk segera

mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran
kelebihan pembayaranRetribusi.

(3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan

(3) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusipaling sedikitmemuat:
a. nama dan alamat WajibRetribusi;

b. jumlah kelebihanpembayaranRetribusi;

c. bukti pembayaranRetribusi;dan
d. alasan yang singkat dan jelas.

(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memberikankeputusan.

(5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

dianggapdikabulkan dan dalam waktu paling lama I (satu) bulan

harus diterbitkan SKRDLB.

(6) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang Retribusi tersebut.

(7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling

lama 2 (dua)bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
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BABVII
TATACARAPENGHAPUSANPIUTANGRETRIBUSI

YANGSUDAHKEDALUWARSA

Pasal 10
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terhitung Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak

untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat
dihapuskan.

(3) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal penagihan Retribusi telah kedaluwarsa , maka Kepala
Dinas mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang

Retribusi kepada Bupati.

(5) Usulan penetapan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disertai dengan rekapitulasi daftar
piutang Retribusi.

(6) Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi dari

Kepala Dinas menetapkan keputusan penghapusan piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
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BABIX

PEMANFAATAN INSENTIF

Pasa112

(1) Dinas dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja

tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

BAB VIII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal11

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

Retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang­

undangan di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan bukti atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lainnya yang

berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna

kelancaran pemeriksaan; dan Iatau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
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BERITADAERAH UPATENTAPINTAHUN2021 NOMOR47

\ M.ARIFINARPANt
Diundangkan di Rantau

pada tanggal "'2" 0

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal "2 Oktober 2'02"

If BUPATI.T~IN'~

BABX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.
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I. it

TANOA TERIMA

1VJ,1AU.'

u. "_'9 ; 006.00.03.00() 1 7

J ts R£TRlBUSI DAERAH JU I.AH
( Rp.)

NPWRD

IQ( l.lnJ!SKRDP1:H Rl AH 1(A8UPAT£ TAPIN

n

A. FORMAT SKRD:

LAMPlRAN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR4-7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENAGIHAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN PIUTANG YANG
KEDALUW ARSA, DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG



NcL
TANOATERIMA

1'lInIr.

u. R 1"fMfr.l: 006.00.03.0 01 I
P RHArUN:

n Utard, . ,0(3 wpm, K.clOc?os •
I
I NPWRDI T "99 I J.rtuh T mpo

K eRllQIfI

~-K-OD£-tN--G--~------------------------------------------------J~:P';

r~ n

SKRDPEM Rl AHKAWPATE TAPlh [

B. FORMAT STS:
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.l.) ( ........( ...

H ntl hll I\-nt'llli I'tnlh ntu I\n~l'h\r .

20) t I' ncrim I n

No. , , , ".. _,t'
TANOA BUKTI PENERI AAN

\1101.11

Id. h m n I illl,1 UHI 'be Rp

Jalan Pembangunan No.6 Telp/Fax: (0517)31024Rantau 71111
01 A P RDA ANG

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

C. FORMAT KUITANSI:
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( )

RANTAU,
Yang Menerima,

!\lAMAr ]1 a. yam, 01/01 Kel. Rantau Kanan Kec. Tapm Utara Kab/Kota. tapm Kooe Pas..
AMAUS A

AlAMAT USArlA

NP RO

•PERDAGANGANNAMA

NoSTR!) .

fJO{On(J (/1so»
TANDA TERIMA

._------- -- --------
. ddn Tanqqdl Taglllan : •

---- -- -------,

I

I

O.W
00

O.OC

lJ

T

T"",",,-n .

PEMER.lNTAH KABUPATEN TAPIN

D. FORMAT STRD:

- 21 -



o
T I

o

S RO

OSPTP
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E. FORMAT SSRD:
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~UPATI ~APIN, ~

.. ) p.lil :11. h I U

(IUluh I h n 'I -lah dllCriman) a urat penn ,..uan 10.

D. lam hal " udara telah mcluna 1 lun~ n ter cbut, diminta untuk egcru mclapork n kc ad

"-.1hi Iclml(\~. pad. Dma, Pcrd, 'ung.lII ......bupaten I ,'p.n

udara ..a iar melunav juml h lungga It dalam \\. ktu 7-hubun '.111 h.11 I

'''''.til Iluntl (

Jurnl .•h

J> mbctul n,
lahun I Jumlah I une iakan

I an 'L',,tlJatuh

"i....xn KRI> I.
'\ I RD.....Jcni

b 'p<l"n {. pm, ",n, ,I • rn m......h mc:miJ,I-i
cb Iml berikut ,

B Ill.t r an d ta pada Drna
lUll: '.il-.IIIRcu ihu , Pcl.l),an

( 1111)1"

.I, .

Jalan Pcmbangunan No.6 Telp/Fax: (0517) 31024 Rantau 71111

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

GAAS PERDAGA01

F. FORMAT SURAT TEGURAN:
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